
PENJABARAN PERU 
BELANJA DA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAI 

a. 

WALI KOTA BAUB. 
PROVINS! SULAWESI TE! 

PERATURAN WALI KOTA|BAUBAU 

NOMOR : $#% TAHU 

TENTANG 

bahwal untuk melak 
Peraturan Daerah Nq 
Perubahan Anggaran P 
Tahun| Anggaran 2023 

N 2023 

BAHAN ANGGAR }N PENDAPATAN DAN 
ERAH TAHUN AT GGARAN 2023 

MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

ALI KOTA BAUBAU, 

akan ketentuan Pasal 11 

'mor 4 Tahun 2023 tentang 
ndapatan dan Belanja Daerah 

perlu menetapkan Peraturan 

s
 

Wali a-}l(ota Baubau tentang Penjabaran Perubahan 
Angg; 

tinda 
dan Belanja Daerah; 

bahw: berdasarkan 

dimaksud dalam h 
Peraturan Wali Kota t 
Anggaran Pendapatan 

an Pendapatan 

lanjut dari Pen 
dan Belanja Daerah sebagai 
rtbahan Anggaran Pendapatan 

| pertimbangan  sebagaimana 
Ljruf a, perlu menetapkan 
pntang Penjabaran Perubahan 

dan Belanja Daerah; 

Pasal | 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tah 

Undang-Undang Nom 
Pembentukan Kota 
Republik Indonesia 
Tambahan Lembaran 
Nomor 4120); 

Undang-Undang Nom 

nn 1945; 

or 13 Tahun 2001 tentang 
Bau-Bau (Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 93, 

Negara Republik Indonesia 

r 17 Tahun 2003 tentang 

Keuan%an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahur 2003 Nomor 42, 
sebagaimana telah di 
denga.%l 
Harmenisasi Peraturan 
Repub’lik Indonesia Tah 

Undang-Undan, g] 

Tambahan Negara Nomor 4286); 
bah beberapa kali, terakhir 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Perpajakan (Lembaran Negara 
in 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Repul 

Undang-Undang Nom 
Pemerintahan Daerah 
Indonesia Tahun 21] 
Lembaran Negara Re 

sebagaimana telah 
dengan Undang-Und 
PeruetI pan Peraturan 
tentang Cipta Kerj 

lik Indonesia Nomor 6736); 

r 23 Tahun 2014 tentang 
(Lembaran Negara Republik 

14 Nomor 244, Tambahan 
ublik Indonesia Nomor 5587); 
ubah beberapa kali terakhir 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

merintah Nomor 2 Tahun 2023 
Menjadi Undang-Undang 

1



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

(Lembaran Negara Rept 

Nomor 

Indones 
14, Tambahan 
a Nomor 6856); 

Undang-Undang Nomor 1 

ifilik Indonesia Tahun 2023 
lLembaran Negara Republik 

Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemeri‘r‘tah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah 

Indonesia Nomor 6757); 

Peraturan Pemerintah N(]) 

Pemerintahan (Lembaran Negara Standar| Akuntansi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahd n Lembaran Negara Republik 

or 71 Tahun 2010 tentang 

Republik Indonesia Tahu! 2010 Nomorl23, Tambahan 

Lembaran Negara Republi 

Peraturan Pemerintah N 
Perubahan Atas Peratur: 
2005 tclnbang Pengelola, 

Indonesia Nomor 5165); 

or 74 Tahun 2012 tentang 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 
Keuangan Badan Layanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2012 
Nomor |171, Tambahan 

Indonesia Nomor 5340); 

Peratur: Pemerintah Ni 

Penyelenggaran dan 
Pemerintah  Daerah |, 
Indonesia Tahun 2017 

Lembaran Negara Republi 

Peraturan Pemerintah 
Pengeloiaa.n Keuangan 

| Lembaran Negara Republik 

mor 12 Tahun 2017 tentang 

engawasan Penyelenggaraan 
mbaran Negara Republik 

Nomor 73, Tambahan 

« Indonesia Nomor 6041); 

mor 12 Tahun 2019 tentang 
| Daerah  (Lembaran Negara 

Republi 

Lembaran Negara Republi 

Peraturan Pemerintah 

Indonesia Tahu, 2019 Nomor 42, Tambahan 
Indonesia Nomor 6322); 

mor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi | Penyelenggaran Pemerintah 
Daerah| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 |Nomor 52, T)Eflaahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nonr r 6323); 

Peraturan Pemerintahf Nomor 37 Tahun 2023 
tentangt Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran 
Negara] Republik Indongsia Tahun 2023 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran |Negara Republik Indonesia 
Nomor [6883) 
Peraturan Menteri Dal 
tenta.ng‘ Pedoman Pen 
Daerah[ (Berita Negara R 
Nomor 754); 

Peraturan Menteri Da 

Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
lolaan Investasi Pemerintah 
publik Indonesia Tahun 2012 

am Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 téntang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah! serta Pelaksanr 
Dana Qperasional (Beril 
Tahun 

Peratu}'an Menteri Dal 
2018 tentang Tata Carx 
Dalam| Anggaran Penz% 

dan Tertib Administras: 
Laporan Pertanggungj 
Keuangan Partai Politi 
Nomor|630); 

2017 Nomor 1067) 

an dan Pertanggungjawaban 
Negara Republik Indonesia 

H 

m Negeri Nomor 36 Tahun 
Penghitungan, Penganggaran 
patan dan Belanja Daerah, 

| Pengajuan, Penyaluran, dan 
aban Penggunaan Bantuan 
(Berita Negara Tahun 2018,



Menetapkan 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud 

® 

10. 

. Pengelolaan keuangan c{aerah adalah 

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer 

Peraturgn Daerah Kota E 
tentang 

menjadi 

(Lembar; 

Peratur: 

15. 

Kewenangan 

Daerah Kota B, 

Daerah Kota 

tentang| Perubahan ata: 
Tahun | 2016 tentang 
Perangkat Daerah Kota B 
Baubau/Tahun 2016 Nom 

Peraturan Daerah Kota 

tentang Pengelolaan Keua 
Kota Baubau Tahun 2023 

Peraturan Daerah Kota 
tentang 

Daerah 
Daerah 

16. 

17. 

18. 

MEMUTUSKAN : 

PENJABARAN PERUBAHAI 
DAN BELANJA DAERAH TA 

Pasal 1 

Daerah adalah Kota Baubau; 

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daera}f 
pemerintahan  daerah | yang memi 
pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Wali Kota adalah Wali Kota Baubau; 

Keuangan Daerah adalah semua hak 
rangka penyelenggaraan 
uang serta segala bentuk kekayaan yané 
berhubung dengan hak dan kewajiban da 

perencanaan, pengangga'iran, peIaksanaaT 

pertanggungjawaban, dan pengawasan ke 

APBD adalah rencana keuangan tahuf 
dengan Peraturan Daerah; 

Penerimaan Daerah adalan uang yang m 

Urusan Pemerin} “ 

RANCANGAN PERATURAgI 

pemerintah dael"“ 

| 
| | 
"ubau Nomor 11 Tahun 2013 

an Wajib dan Pilihan yang 

Pemerintah  Kota  Baubau 
ubau Tahun 2013 Nomor 11); 

aubau Nomor 2 Tahun 2021 

ubau 
T 5). 

jaubau Nomor 2 Tahun 2023 
1gan Daerah (Lembaran Daerah 
Nomor 2); 

aubau Nomor 4 Tahun 2023 

(Lembaran Daerah Kota 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
hl{(ota Baubau Tatun Anggaran 2023 (Lembaran 
ota Baubau Tahiin 2023 Nomor 4). 

WALI KOTA TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN 

hUN ANGGARAN 2023. 

| dengan : 

|sebagai unsur penyelenggara 
pin  pelaksanaan urusan 
aerah otonom; 

lan kewajiban daerah dalam 
yang dapat dinilai dengan 

dapat dijadikan milik daerah 
rah tersebut; 

'seluruhan kegiatan meliputi 
, penatausahaan, pelaporan 
angan daerah; 

h yang selanjutnya disingkat 

lan daerah yang ditetapkan 

uk ke kas daerah; 

Pengeluaran Daerah adalan uang yang keluar dari kas daerah; 

Pendapatan Daerah adsflah semua ha:{ 
penambah nilai kekayaa.tr bersih dan peri 

Dana Transfer Umum adalah dana ya 

kepada daerah untuk digunakan sesuaE 
guna mendanai kebufuhan daerah 
desentralisasi; 

dalam 

daerah yang diakui sebagai 

de tahun anggaran berkenan; 

g dialokasikan dalam APBN 

dengan kewenangan daerah 
rangka pelaksanaan



11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Dana Transfer Khusus 
kepada daerah dengan 

khusus, baik fisik maupun non fisik yang 

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disin 

bersumber dari pendapa lan tertentu AP 
daerah penghasil berdasarkan angka 
tuyjuan mengurangi ketimpangan ke 

pemerintah pusat dan daerah; 

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya dis: 

bersumber dari pendapaitan APBN yang 
pemerataan kemampuan keuangan ant 
kebutuhan daerah dalam [rangka pelaksan 

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya 
yang bersumber dari p 
daerah tertentu dengan {tujuan untuk 
khusus yang merupakan urusan 
kewenangan daerah; 

Belanja Daerah adalah |semua kewajiba 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaar{ 

anggaran berkenaan; 

dalah dana yan 
juan untuk m 

Endapatan APB]H 

rfl‘lembantu menandai kegiatan 

dialokasikan dalam APBN 
mbantu mendanai kegiatan 
nerupakan urusan daerah; 

kat DBH adalah dana yang 
yang dialokasikan kepada 

ersentase tertentu dengan 

mpuan keuangan antara 

ingkat DAU adalah dana yang 
[dialokasikan dengan tujuan 
r daerah untuk menandai 
an desentralisasi; 

idisingkat DAK adalah dana 

yang dialokasikan kepada 

emerintahan yang menjadi 

n pemerintah daerah yang 
bersih dalam periode tahun 

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan 
atau pengeluaran yang| akan diterima 
anggaran berkenaan maulpun pada tahun 

Kembali, baik pada tahun 

bahun anggaran berikutnya; 

Kebijakan Umum APBD yang selanJutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebuakan bidang 

serta asumsi yang mendasarinya untuk p 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sement 
PPAS adalah program prioritas dan :j 

diberikan kepada perangkat daerah untu 
sebagai acuan dalam penyusunan renc: 
kerja perangkat daerah; 

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan K 
selanjutnya disingkat 

rencana pendapatan dan belanja SKPD 
rencana pendapatan, | belanja dan 

RKA SKPD adall 

pendapatan, dan pembiayaan 

yang selanjutnya disingkat 
s maksimal anggaran yang 
setiap program dan kegiatan 

}riode 1 (satu) tahun; 

na kerja dan anggaran satuan 

erja Perangkat Daerah, yang 
ph dokumen yang memuat 
atau dokumen yang memuat 
pembiayaan SKPD yang 

melaksanakan fungsi bendahara umum 
dasar penyusunan rancangan APBD; 

Program adalah bentuk instrument kebij 

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh s 
untuk mencapai sasaran/dan tujuan pem 

Kegiatan adalah bagian dari program yaj 
atau beberapa satuan kerja perangkat 

pencapaian sasaran terukur pada sua 
sekumpulan Tindakan p.engerahan sum 
atau sumber daya manusia, barang, m 
teknologi, dana, atau kombinasi dari 

sumber daya tersebut, sébagai masukan 

dalam bentuk barang/ jasa; 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan| 
selanjutnya disingkat DPA SKPD ad 
pendapatan dan belanjal SKPD yang me 
umum daerah yang digunakan sebagai 
oleh pengguna anggaran| 

aerah yang digunakan sebagai 

kan yang berisi 1 (satu) atau 
ituan kerja perangkat daerah 
angunan daerah; 

g dilaksanakan oleh 1 (satu) 
daerah sebagai bagian dari 

U program yang terdiri dari 
Er daya baik berupa personil 
dal termasuk peralatan dan 
beberapa atau semua jenis 
untuk menghasilkan keluaran 

Kerja Perangkat Daerah yang 
dokumen yang memuat 

aksanakan fungsi bendahara 
dasar pelaksanaan anggaran 



I 

! 
thun Anggaran 2023 semula 

sebesar Rp.15.170.249.743 
patan dan Belanja Daerah 
n rincian sebagai berikut: 

| 953.530.691.410,- 

7.790.912.039),- 

945.739.779.371,- 

987.706.067.700,- 

23.058.253.511,- 

1.010.764.321.211,- 

1 (65.024.541.840) - 

97.137.639.550,- 

22.995.902.782 - 

120.133.542.332,- 

62.962.263.260,- 

(7.853.262.768) .- 

55.109.000.492,- 

65.024.541.840,- 

0,00 

ndapatan dan Belanja Daerah 
tum dalam Lampiran yang 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan B\elanja Daerah T 
sebesar Rp.1.050.668.330.960 bertambah 
sehingga dalam Perubahan:J Anggaran Pemé 
menjadi sebesar Rp. 1.065.838.580.703, den, 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula Rp‘, 

b. Bertambah /(berkurang) Rpl. 

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Rp| 

Perubahan 

2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp.| 

b. Bertambah/(berkurang) Rpd 

Jumlah Belanja Setelah|Perubahan Rp|. 

Surplus/(Defisit) Setelah Rp| 
Perubahan 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan : 

1).Semula Rp 

2).Bertambah/(berkurang) Rp 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp 
Setelah Perubahan 

b. Pengeluaran Pembiayaan : 

1).Semula Rp 

2).Bertambah/(berkurang) Rp 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Ryj 
Setelah Perubahan 

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Rp 
Perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 
tahun berkenaan Setelah 
Perubahan 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubah|an Anggaran Pe: 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terd 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Baubau ini 
terdiri dari : 



1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran II 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lampiran VII 

8. Lampiran VIII 

9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pas 
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota B 

Ringkasan Penjabal 

dikldsifikasi 
rincian objek, 

pembiayaan; 

menurflt kelompok, jenis, 

gan Perubahan APBD Yang 

objek, 
dan pendapatan, belanja 

Penjabaran Perubahpn APBD menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiaftan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rindian  Objek, 
Pembiayaan; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 
Besaran Hibah; 

Daftar Nama Penexi ma, Alamat Penerima, 

Besaran Bantuan Sof ial; 

Daftar Nama Penerima, 

besaran bantuan keguangan bersifat umum 
yang diteri khusus 

bantuan keuangan; 

Daftar Nama Pene 
Besaran Alokasi Bagi 
Pemlerintah Kota; 

fendapatan, Belanja dan 

dan 

dan 

alamat penerima dan 
dan 

ma serta SKPD pemberi 

Alamat Penerima dan 
Hasil Pajak Daerah Kepada 

rima, 

Rin¢ian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan 
Pem!en'ntahan Dau 

| ce . 
Tah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, 
Rinrr:ian Objek 
Pembiayaan; 

Rincian DBH-SDA 
dan| Pertambangan 

Pemerintahan Da 
Kegjatan, Sub kegi 

Minyak dan Gag 

Pendapatan, Belanja dan 

Pertambangan Minyak Bumi 
Gas Alam/Tambahan DBH- 

Bumi menurut Urusan 
rah, Organisasi, Program, 
fan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Pendapatan, Belanja dan 

Rincian Dana Tambahan Infrstruktur menurut 

Rincian  Objek, 

Pembiayaan; 

Urusan  Pemerinté 
Program, Kegiatan 
Jenijs, Objek, Rincia 
dan) Pembiayaan; 

Sinkronisasi 
Kabupaten/Kota p: 
Rancangan Peratur: 

i 
Rancangan Peratu 
Penfabaran APBD 
Perbatasan Negara. 

Pasal 4 

Kebijle kan 

an  Daerah, Organisasi, 
Sub Kegiatan, Kelompok, 

Objek Pendapatan, Belanja 

Pemerintah Provinsi/ 
a Daerah Perbatasan Dalam 
Daerah tentang APBD dan 

an Kepala Daerah tentang 

| dengan Program Prioritas 

1 3 merupakan bagian yang 
aubau ini. 



Pelaksanaan penjabaran Perubahan APB]l:“ 

Peraturan Wali Kota ini 
pelaksanaan anggaran SKPD 

Pasal 5 

dituangkan 
sesuai 

perundang-undangan yang berlaku. 

Peraturan Wali Kota Baubau i 

Agar setiap 

Baubau. 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, 27/ 10 /' 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KOTA BAUBAU, 

Vel 
SAIDO BONSAI 

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 

Pasal 6 

orang mengetahuinya, 
Peraturan Wali Kota dengan 

2023 

ni mulai berlaku 

penempatanny: 

leb 
der] 

me: 

ih 
yang ditetapkan dalam 
lanjut dalam dokumen 

gan ketentuan peraturan 
| 

pada tanggal diundangkan. 

Terintahkan pengundangan 
| dalam Berita Daerah Kota 

IPltetapkan di Baubau 

[[PARAF KOORDINAS! 1 

NQ T ISTANSY UNIT KERJA PARAF 

111 sa0s 
il dgerev U 
3 | . 8pes0 2%, 
] Theds - Bl 
e f Kf 

NOMOR .85 


